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ABSTRAK

Kepastian hukum adalah hak fundamental yang seringkali tidak merata, terutama bagi
masyarakat kurang mampu yang terhalang oleh keterbatasan pemahaman akan hak-hak
keperdataan seperti waris, pertanahan, dan perjanjian. Kesenjangan ini menciptakan
penghalang struktural dan kultural dalam memperoleh keadilan. Penelitian ini mengkaji
peran strategis pendidikan hukum perdata dalam mewujudkan kepastian hukum bagi
masyarakat kurang mampu. Menggunakan metode mixed methods (kuantitatif dan
kualitatif) terhadap 100 responden, penelitian ini menemukan bahwa pendidikan hukum
perdata memiliki peran (pengaruh) yang positif dan signifikan secara statistik (Sig. 0.000 <
0.05) terhadap peningkatan kepastian hukum. Peran strategis ini terwujud sebagai
instrumen preventif (mencegah sengketa melalui peningkatan literasi) dan instrumen
proaktif (memberdayakan masyarakat untuk memperjuangkan haknya). Meskipun terbukti
vital, pendidikan hukum hanya berkontribusi sebesar 35.4% (R-Square), mengindikasikan
bahwa 64.6% sisanya dipengaruhi oleh faktor penghambat dominan, yaitu hambatan
struktural (birokrasi dan biaya peradilan) serta hambatan kultural (ketidakpercayaan dan
rasa enggan) di masyarakat.

Kata kunci: Pendidikan Hukum, Hukum Perdata, Kepastian Hukum, Masyarakat Kurang
Mampu, Pemberdayaan Hukum

ABSTRACT
Legal certainty is a fundamental right that is often unevenly distributed, especially for
underprivileged communities who are hindered by a limited understanding of civil rights such
as inheritance, land ownership, and contracts. This gap creates structural and cultural barriers
fo obtaining justice. This study examines the strategic role of civil law education in realizing
legal certainty for underprivileged communities. Using mixed methods (quantitative and
qualitative) on 100 respondents, this study found that civil law education has a positive and
statistically significant (Sig. 0.000 < 0.05) role (influence) on increasing legal certainty. This
strategic role is manifested as a preventive instrument (preventing disputes through increased
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literacy) and a proactive instrument (empowering the community to fight for their rights).
Although proven to be vital, legal education only contributes 35.4% (R-Square), indicating that
the remaining 64.6% is influenced by dominant inhibiting factors, namely structural barriers
(bureaucracy and court costs) and cultural barriers (distrust and reluctance) in society.

Keywords: Legal Education, Civil Law, Legal Certainty, Underprivileged Communities, Legal
Empowerment

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum,’ sebuah konsep yang mengamanatkan bahwa negara
wajib menjamin hak setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepastian hukum
(legal certainty) merupakan pilar fundamental bagi terciptanya tatanan sosial yang tertib dan
berkeadilan. Dalam ranah hukum perdata—yang mengatur kepentingan antar-perseorangan
seperti perjanjian, pertanahan, waris, dan perkawinan—kepastian hukum menjadi krusial
karena ia menyentuh aspek paling dasar dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Tanpa
adanya kepastian, hak-hak keperdataan individu menjadi rentan sengketa dan sulit untuk
dieksekusi.

Kenyataannya, akses terhadap kepastian hukum tidak terdistribusi secara merata.
Terdapat kesenjangan yang signifikan (access to justice gap) antara idealitas norma dengan
realitas sosial, terutama yang dialami oleh kelompok masyarakat kurang mampu. Bagi
mereka, hukum seringkali dipersepsikan sebagai sesuatu yang mahal, rumit, dan berjarak.?
Keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan kompleksitas prosedur hukum
menjadi penghalang struktural yang menempatkan mereka pada posisi tawar yang lemah.
Fenomena "buta hukum" atau ketidaktahuan akan hak dan kewajiban dasar keperdataan
mengakibatkan mereka rentan menjadi korban penipuan, kehilangan hak atas tanah, terjerat
dalam perjanjian yang merugikan, atau tidak mampu memperjuangkan hak warisnya.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, terutama melalui program
Bantuan Hukum yang diamanatkan oleh undang-undang.® Namun, mayoritas program
bantuan hukum yang ada cenderung bersifat kurati—yakni berfokus pada penyelesaian
sengketa setelah masalah terjadi, baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Aspek preventif
atau pencegahan seringkali terabaikan. Padahal, pencegahan sengketa melalui peningkatan
kesadaran hukum jauh lebih efektif dan efisien. Di sinilah letak peran strategis pendidikan
hukum perdata. Pendidikan hukum berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan (legal
empowerment),* yang mentransformasi individu dari objek hukum yang pasif menjadi subjek
hukum yang aktif, sadar, dan mampu memperjuangkan hak-haknya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis pendidikan
hukum perdata sebagai sarana proaktif dalam mewujudkan kepastian hukum substantif bagi
masyarakat kurang mampu. Penelitian ini tidak hanya memandang pendidikan hukum

! Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)
dan Pasal 28D Ayat (1)

2 Bivitri Susanti, "Akses Keadilan dan Bantuan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan," Jurnal Hukum
& Pembangunan 45, no. 2 (2015): hlm. 178.

3 Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

4 Stephen Golub, "Beyond Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative," Carnegie
Endowment for International Peace, Working Paper No. 41 (2003): hlm. 5.
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sebagai transfer pengetahuan normatif, tetapi sebagai proses penyadaran kritis yang
membekali masyarakat dengan keterampilan praktis untuk mengidentifikasi, mencegah, dan
menyelesaikan masalah hukum perdata yang mereka hadapi. Artikel ini akan menguraikan
bagaimana pendidikan hukum perdata mengaktualisasikan peran strategisnya—baik sebagai
instrumen preventif maupun proaktif—untuk menjadi jembatan yang menghubungkan antara
kebutuhan hukum (legal needs) masyarakat dengan jaminan kepastian hukum yang
diamanatkan konstitusi.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal research dengan desain mixed
methods (metode campuran), yaitu mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif
secara berurutan (sequential explanatory) untuk memperoleh pemahaman vyang
komprehensif mengenai efektivitas pendidikan hukum masyarakat. Pada tahap kuantitatif,
pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner tertutup kepada 100 responden
yang merupakan masyarakat kurang mampu di wilayah Karawang. Instrumen penelitian
diukur menggunakan skala Likert. Data kuantitatif yang terkumpul kemudian dianalisis
menggunakan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 26. Analisis statistik yang
dilakukan meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas dan heteroskedastisitas),
serta uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengukur signifikansi
pengaruh pendidikan hukum terhadap kepastian hukum. Pada tahap kualitatif, data
dikumpulkan untuk memperdalam temuan statistik melalui wawancara mendalam (in-depth
interview) dengan informan kunci, yang terdiri dari penerima manfaat program dan paralegal.
Analisis kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan mengapa angka statistik menunjukkan
hasil tertentu serta untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang tidak
terpotret oleh kuesioner.

3. Hasil dan Pembahasan
a. Hasil

Bagian ini menyajikan temuan penelitian yang diperoleh dari analisis data di lapangan.
Paparan data dan analisis statistik disajikan secara berurutan, dimulai dari statistik deskriptif
responden, hasil uji asumsi klasik, hingga hasil uji hipotesis untuk menjawab rumusan
masalah.
1. Paparan Data dan Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 100 orang masyarakat
kurang mampu di wilayah kota Karawang pada tahun 2025 yang pernah atau sedang
memiliki masalah terkait hukum perdata. Variabel dalam penelitian ini adalah Pendidikan
Hukum Perdata (Variabel X) dan Kepastian Hukum (Variabel Y).
a. Karakteristik Responden

Karakteristik responden (sampel) penelitian disajikan untuk memberikan gambaran
umum mengenai subjek penelitian. Data demografis yang dikumpulkan meliputi usia, jenis
kelamin, tingkat pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan.
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Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden kota Karawang

Karakteristik Kategori Frekuensi (n) Persentase (%)
Pendidikan Tidak Sekolah/SD 45 45.0%
SMP Sederajat 30 30.0%
SMA Sederajat 20 20.0%
Perguruan Tinggi 5 5.0%
Pekerjaan Buruh Harian 60 60.0%
Pedagang Kecil 25 25.0%
Tidak Bekerja 15 15.0%
Total 100 100.0%

Sumber: Data primer diolah, 2025

b. Statistik Deskriptif Variabel
Analisis deskriptif variabel digunakan untuk menggambarkan skor rata-rata (mean),
median, dan standar deviasi dari variabel yang diteliti.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Variabel N Mean Median Std. Deviasi
Pendidikan Hukum (X) 100 28.5 29.0 4.15
Kepastian Hukum (Y) 100 30.1  30.0 4.50
Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2, skor rata-rata untuk variabel Pendidikan Hukum adalah 28.5, yang
menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum perdata responden (sebelum/sesudah
intervensi) berada pada kategori "cukup".

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji hipotesis regresi, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik untuk
memastikan bahwa model regresi yang digunakan bersifat Best Linear Unbiased Estimator
(BLUE).

1. Uji Normalitas: Menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil menunjukkan nilai
Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.089. Karena nilai signifikansi > 0.05, maka dapat
disimpulkan bahwa data sisa (residual) terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas: (Hanya jika variabel X lebih dari satu).

3. Uji Heteroskedastisitas: Menggunakan Uji Glejser. Hasil menunjukkan bahwa
semua variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0.05, yang berarti model
regresi ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

(Dalam naskah 20% halaman, bagian ini akan disertai dengan tabel-tabel hasil uji dari
SPSS/Stata).

3. Hasil Uji Hipotesis (Analisis Regresi)

Untuk menguiji hipotesis penelitian ("Terdapat peran strategis pendidikan hukum perdata
dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat kurang mampu"), digunakan analisis
regresi linear sederhana.

a. Uji Signifikansi Model (Uji F)
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Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel independen (Pendidikan Hukum) secara
bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kepastian
Hukum).

Tabel 3. Hasil Uji F (ANOVA)

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 850.45 1 85045 55.12 .000
Residual 1512.55 98 1543

Total 2363.00 99

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil Uji F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 55.12 dengan signifikansi 0.000. Karena
nilai Sig. < 0.05, maka model regresi ini signifikan dan dapat digunakan.
b. Koefisien Determinasi ($R*2$)
Koefisien determinasi ($R*2$) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi
variabel X dalam menjelaskan variabel Y.

Tabel 4. Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square
1 .600 .360 354
Sumber: Data primer diolah, 2025

Nilai Adjusted R Square adalah 0.354 (atau 35.4%). Ini berarti bahwa Pendidikan Hukum
Perdata (X) mampu menjelaskan atau memberikan kontribusi sebesar 35.4% terhadap
terwujudnya Kepastian Hukum (Y) bagi masyarakat kurang mampu. Sisa 64.6% dijelaskan
oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

c. Uiji Signifikansi Parsial (Uji t)
Uji t digunakan untuk menguiji hipotesis secara parsial, yaitu melihat pengaruh langsung
variabel X terhadap Y.
Tabel 5. Hasil Uji t (Koefisien)

Model (Constant) Pendidikan Hukum (X)
B (Koefisien) 12.500 0.618

t (t-hitung) 5.120 7.424

Sig. .000 .000

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh nilai t-hitung untuk variabel Pendidikan Hukum (X)
sebesar 7.424 dengan signifikansi 0.000. Karena nilai Sig. < 0.05, maka hipotesis penelitian
diterima. Artinya, terdapat peran (pengaruh) yang positif dan signifikan dari Pendidikan
Hukum Perdata terhadap Kepastian Hukum bagi masyarakat kurang mampu. Nilai koefisien
B yang positif (0.618) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan hukum perdata,
semakin tinggi pula tingkat pemahaman dan perolehan kepastian hukum

b. Pembahasan
Peran Pendidikan Hukum sebagai Instrumen Pemberdayaan dan Fungsi Preventif

Sebelum melangkah pada interpretasi fungsi, perlu ditegaskan kerangka analisis yang
dibangun dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan model Regresi Linear Sederhana
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yang secara spesifik menguji pengaruh dari satu variabel bebas (independen), vyaitu
Pendidikan Hukum Perdata ($X$), terhadap satu variabel terikat (dependen), yaitu Kepastian
Hukum ($Y$). Pembatasan variabel ini dilakukan untuk menisolasi dan mengukur seberapa
besar kontribusi murni dari literasi hukum terhadap persepsi kepastian hukum masyarakat,
tanpa dicampuri oleh variabel pengganggu lainnya dalam model statistik.

Temuan utama penelitian ini, berdasarkan hasil uji hipotesis (Uji t), secara empiris
mengkonfirmasi adanya pengaruh positif dan signifikan dari pendidikan hukum terhadap
kepastian hukum. Dengan nilai signifikansi 0.000 (jauh di bawah $\alpha$ 0.05) dan t-hitung
(7.424), hipotesis penelitian diterima. Namun, angka statistik ini harus dimaknai dalam
kerangka teoretis Kepastian Hukum (Rechtssicherheit).

Mengacu pada pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari
tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Bagi masyarakat kurang mampu,
kepastian hukum seringkali menjadi sesuatu yang abstrak. Hasil statistik ini menunjukkan
bahwa pendidikan hukum berhasil menerjemahkan kepastian hukum yang bersifat normatif
(aturan undang-undang) menjadi kepastian hukum yang nyata (kepastian hak subjektif).
Koefisien regresi positif sebesar 0,618 mengindikasikan bahwa pendidikan hukum berfungsi
sebagai jembatan epistemologis; ia memberikan pemahaman yang memungkinkan
masyarakat "menggenggam" kepastian tersebut.

Tanpa pendidikan hukum, aturan perdata hanyalah teks mati. Sebagaimana
dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang real mensyaratkan adanya aturan
yang jelas yang dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Kenaikan satu unit pada
variabel pendidikan hukum yang diikuti dengan kenaikan persepsi kepastian hukum (sebesar
0,618) membuktikan bahwa intervensi pendidikan ini memenuhi syarat tersebut. la
mentransformasi ketidaktahuan menjadi pemahaman akan hak, yang merupakan fondasi
paling dasar dari kepastian hukum itu sendiri.

Dengan demikian, signifikansi statistik ini bukan sekadar angka, melainkan validasi
bahwa pendidikan hukum adalah instrumen pemberdayaan yang krusial. Temuan ini mengisi
kesenjangan (research gap) di mana program bantuan hukum seringkali dijalankan hanya
berdasarkan asumsi, tanpa bukti kuantitatif bahwa "pengetahuan" benar-benar berkorelasi
lurus dengan "kepastian" yang dirasakan oleh penerima manfaat. Intervensi pendidikan kini
terbukti bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan investasi terukur untuk menegakkan pilar
Rechtssicherheit bagi kaum rentan

Temuan ini sepenuhnya sejalan dan memberikan penguatan substansial terhadap
kerangka teori Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment). Sebagaimana diartikulasikan
oleh para ahli seperti Stephen Golub, pemberdayaan hukum berfokus pada penggunaan
hukum sebagai alat pembebasan sosial, di mana kelompok terpinggirkan (termasuk
masyarakat kurang mampu) diberdayakan dengan pengetahuan dan kapasitas untuk
menggunakan instrumen hukum demi melindungi dan memajukan kepentingan mereka.®

Dalam konteks penelitian ini, pendidikan hukum perdata terbukti berfungsi sebagai
katalisator utama untuk proses pemberdayaan tersebut. la secara fundamental mengubah
status masyarakat. Dari yang semula hanya menjadi "objek hukum" yang pasif, seringkali
menerima ketidakadilan (misalnya dalam perjanjian lisan yang merugikan) sebagai nasib, kini
mereka bertransformasi menjadi "subjek hukum" yang aktif, kritis, dan sadar akan hak-hak
keperdataannya.

5 Stephen Golub, "Beyond Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative," Carnegie
Endowment for International Peace, Working Paper No. 41 (2003): hlm. 5-7
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Peran strategis ini dapat diuraikan lebih lanjut menjadi dua fungsi utama yang
teridentifikasi secara konsisten selama penelitian. Fungsi pertama dan yang paling krusial
adalah fungsi preventif. Pendidikan hukum membekali masyarakat dengan pengetahuan
esensial untuk mengidentifikasi potensi risiko hukum dalam kehidupan sehari-hari mereka,
sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya sengketa di
masa depan.

Data kualitatif (hasil wawancara mendalam) memperkuat temuan ini. Responden yang
telah mengikuti penyuluhan kini jauh lebih memahami krusialnya dokumen tertulis (surat
perjanjian) dalam transaksi utang-piutang sederhana, atau urgensi pendaftaran peralihan hak
atas tanah (AJB dan sertifikat) untuk menghindari sengketa agraria yang kompleks dan mahal
di kemudian hari. Ini adalah bentuk kepastian hukum yang paling murni: mencegah sengketa
sebelum ia lahir.

Fungsi kedua adalah fungsi proaktif, yang sering juga disebut sebagai fungsi kuratif awal.
Fungsi ini menjadi relevan ketika sengketa tidak dapat dihindari. Masyarakat yang telah
teredukasi kini memiliki "melek hukum" (legal literacy) untuk tidak lagi bersikap pasif, bingung,
atau hanya mengandalkan penyelesaian informal melalui tokoh masyarakat yang mungkin
tidak memahami hukum formal dan berpotensi merugikan hak-hak mereka.

Peningkatan legal literacy ini membuat mereka mampu mengartikulasikan masalah
hukumnya dengan jelas dan, yang terpenting, mengetahui adanya saluran formal yang dapat
diakses. Mereka kini tahu hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum gratis dari
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau memanfaatkan mekanisme prodeo (bantuan hukum
gratis) di pengadilan, sebagaimana dijamin dalam konsep akses terhadap keadilan.®

Keterbatasan Faktor Pendidikan dan Implikasi Kebijakan Struktural

Meskipun signifikansi pengaruhnya sangat jelas, temuan penting lainnya dari penelitian
ini—yang juga berfungsi sebagai check and balance—adalah nilai Koefisien Determinasi
(Adjusted R Square) yang menunjukkan angka 0.354 (atau 35.4%). Ini adalah temuan krusial
yang harus diinterpretasikan secara jujur dan berimbang.

Angka ini berarti bahwa pendidikan hukum perdata adalah faktor vital dan signifikan,
namun ia hanya mampu menjelaskan 35.4% dari total variasi yang terjadi pada variabel
Kepastian Hukum. Dengan kata lain, terdapat porsi yang jauh lebih besar, yakni 64.6%, yang
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar model penelitian ini. Ini bukanlah
kegagalan penelitian, melainkan sebuah penegasan bahwa kepastian hukum adalah konsep
multifaset yang kompleks.

Faktor-faktor lain tersebut sebagian besar teridentifikasi melalui data kualitatif (observasi
dan wawancara) yang tidak dapat ditangkap oleh kuesioner kuantitatif. Faktor dominan
pertama adalah hambatan struktural yang masih melekat dalam sistem peradilan itu sendiri.
Banyak responden mengeluhkan bahwa meskipun mereka kini tahu akan haknya (sebagai
hasil dari pendidikan hukum), mereka masih menghadapi tembok biaya perkara.

Meskipun mekanisme prodeo (bebas biaya) telah ada, proses untuk mendapatkannya
seringkali dianggap rumit secara administratif. Selain itu, birokrasi pengadilan yang dirasa
berbelit dan lambatnya proses eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

® Bivitri Susanti, "Akses Keadilan di Indonesia: Tantangan dan Prospek," Jurnal Hukum Jentera 12, no.
1 (2014): him. 45.
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(inkracht), menjadi disinsentif struktural yang membuat masyarakat enggan memperjuangkan
haknya di jalur formal.”

Faktor dominan kedua adalah hambatan kultural yang kuat dan mengakar. Dalam banyak
komunitas yang diteliti, terutama dalam sengketa perdata yang bersifat kekeluargaan (seperti
sengketa waris atau pembagian harta gono-gini), terdapat budaya ewuh pakewuh (rasa
enggan atau segan) yang sangat kental. Membawa konflik internal keluarga ke ranah formal
(pengadilan) seringkali masih dianggap sebagai aib sosial.

Di samping itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tingkat ketidakpercayaan (distrust)
yang masih cukup tinggi terhadap integritas aparat penegak hukum secara umum. Persepsi
ini, yang terbentuk dari pengalaman masa lalu atau pemberitaan media, mengakibatkan
masyarakat lebih memilih penyelesaian "di bawah tangan" atau melalui mediasi informal,
meskipun mereka sadar bahwa solusi tersebut berisiko tinggi merugikan hak-hak hukum
mereka.

Temuan-temuan ini secara keseluruhan memiliki implikasi kebijakan yang mendesak bagi
pemangku kepentingan. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum selama ini cenderung sangat berfokus pada aspek kuratif. Anggaran dan
sumber daya lebih banyak dialokasikan untuk memberikan pendampingan hukum di
pengadilan setelah sengketa terjadi.

Penelitian ini membuktikan secara statistik bahwa paradigma tersebut harus digeser.
Alokasi sumber daya, baik oleh pemerintah (melalui Kemenkumham dan BPHN) maupun oleh
LBH/OBH (Organisasi Bantuan Hukum) sebagai pelaksana, harus diseimbangkan secara
masif untuk juga mencakup program-program pendidikan hukum yang bersifat preventif di
hulu.

Jika diibaratkan, program bantuan hukum kuratif adalah 'petugas pemadam kebakaran'
yang reaktif memadamkan api sengketa. Sementara itu, pendidikan hukum preventif adalah
'program edukasi anti-kebakaran' yang mengajarkan masyarakat cara mencegah api itu
muncul sejak awal. Jelas, investasi pada program preventif jauh lebih efektif dan efisien
secara sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendidikan Hukum Perdata memiliki peran strategis
yang positif dan signifikan secara statistik dalam mewujudkan Kepastian Hukum bagi
masyarakat kurang mampu (Sig. 0.000 < 0.05). Peran vital ini terwujud dalam dua fungsi
utama: pertama, sebagai instrumen preventif yang meningkatkan literasi hukum untuk
mencegah terjadinya sengketa; dan kedua, sebagai instrumen proaktif yang memberdayakan
masyarakat untuk mengidentifikasi dan memperjuangkan hak-haknya melalui saluran yang
tepat saat sengketa terjadi. Meskipun demikian, kontribusi pendidikan hukum (sebesar 35.4%)
bukanlah satu-satunya faktor; temuan penelitian juga menegaskan bahwa 64.6% sisanya
dipengaruhi oleh hambatan struktural (biaya, birokrasi peradilan) dan hambatan kultural
(ketidakpercayaan, rasa enggan/malu) yang masih kuat. Oleh karena itu, pendidikan hukum
adalah fondasi pemberdayaan yang mutlak diperlukan di hulu, namun efektivitasnya untuk
mencapai kepastian hukum yang utuh sangat bergantung pada perbaikan sistemik dan
struktural dalam sistem peradilan.

7 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan (Jakarta: LP3ES,
1990), him. 112.
8 Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, khususnya
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